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PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 1000 TAHUN 2009
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA, PERATURAN BERSAMA,

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN WALIKOTA, DAN INSTRUKSI WALIKOTA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan Peraturan Walikota,

Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota, perlu
Dilakukan  penyeragaman mengenai tata naskah dan  prosedur
penyusunannya:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf' a,

perlu membentuk Peraturan Walikota Bandung tentangTata Cara
Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota,
dan Instruksi Walikota.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor
12 "Tahun 2008;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bandung dengan Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Bandung,

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan:

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 10 Tahun 2008;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan

Produk Hukum Daerah:

9.Peraturan

Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 4232338-4232339-4232369 Bandung, Provinsi Jawa Barat
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http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/1999uu028.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2004uu010.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2004uu032.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2008uu012.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2008uu012.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/1987pp016.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2007pp038.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2007pr001.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2005pmdagri003.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2008pmdagri010.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2008pmdagri010.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2006pmdagri015.pdf

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk dalam Hukum Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah:

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Bandung;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TATA

CARA PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA, PERATURAN
BERSAMA, KEPUTUSAN  WALIKOTA, DAN INSTRUKSI
WALIKOTA.

B A B |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

A A o

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Daerah adalah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
Walikota adalah Walikota Bandung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan
SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di Lingkungan Pemerintah
Daerah.

Pemrakarsa adalah Pimpinan SKPD yang mengusulkan dan menyusun Peraturan
Walikota. Peraturan Bersama. Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya
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http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2006pmdagri016.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2006pmdagri017.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/10.Tahun%201989.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/10.Tahun%201989.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/08.Tahun%202007.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/PERDA%20NO.05%20Thn%202008%20(1)_10_04_2019_06_51_23.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/PERDA%20NO.08%20Thn%202008%20ttg%20RPJPD%202005-2025(1)_10_04_2019_08_22_16.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/perda_09_2009.pdf

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.

Tata cara Penyusunan Peraturan Walikota Bandung, Peraturan Bersama, Keputusan
Walikota Bandung dan Instruksi Walikota Bandung adalah rangkaian kegiatan Penyusunan
Peraturan Walikota Bandung Peraturan Bersama, Keputusan Walikota Bandung dan
Instruksi Walikota Bandung mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan.

Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandung.

Peraturan Bersama adalah Peraturan Bersama antara Pemerintah Kota Bandung
dengan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia.

Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bandung.
Instruksi Walikota adalah Instruksi Walikota Bandung.

Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk
mengundangkan Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama.

Salinan adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan
Keputusan Walikota.

Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang
ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arch pengaturan rancangan
Peraturan Walikota, termasuk didalamnya kajian akademik dan/atau naskah lain yang
dipersamakan.

Pasal 2

Jenis Peraturan Perundang-undangan di bawah Peraturan Daerah, terdiri atas:

a.
b.
C.

d.

Peraturan Walikota;
Peraturan Bersama;
Keputusan Walikota; dan
Instruksi Walikota.

Pasal 3

(1) Peraturan Walikota merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, Kebijakan
Walikota dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Ciri-ciri Peraturan Walikota, meliputi:

a.

o

sl

=

e

mengikat secara umum;

b. materi muatan bersifat mengatur;

c. bersumber dari kekuasaan eksekutif,

d. berlaku terns menerus;

dituangkan dalam bab-bab dan/atau pasal-pasal dan menggunakan angka bulat;
tidak menggunakan konsiderans "Membaca”;

mempunyai nama Judul:

tidak mencantumkan *Tembusan™:

ditandatangani oleh Walikota.
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1)

(2)

Pasal 4

(1) Peraturan Bersama merupakan peraturan kebijakan yang dibuat oleh dua atau

lebih Kepala Daerah. untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentin®an
bersama.

(2) Ciri-ciri Peraturan Bersama. meliputi:

a. mengikat secara umum;

b. materi muatan bersifat mengatur;

c. bersumber dari kekuasaan eksekutif;

d. masa berlakunya lama;

e. dituangkan dalam bab-bab dan/atau pasal-pasal dan menggunakan angka bulat-,
f.  Setelah tulisan "Menetapkan” menggunakan Judul-,

g. tidak mencantumkan "Tembusan";

h. ditandatangani bersama oleh Bupati/Walikota/Pimpinan Instansi yang melakukan
kerjasama.

Pasal 5

(1) Keputusan Walikota merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan

Walikota dan/atau kebijakan Walikota.

(2) Ciri-ciri Keputusan Walikota, meliputi:

a. tidak mengikat secara umum tetapi ditujukan kepada individu atau
kelompok individu tertentu;

b. materi muatan bersifat tidak mengatur berupa penetapan yang bersifat nyata
(konkrit), individual, dan final;

c. menetapkan hal-hal tertentu;
d. bersumber dari kekuasaan eksekutif;

berlaku sekali selesai;

¢l

f. dituangkan dalam diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya;
g. memakai nomor panjang;
h. dapat menggunakan konsiderans "Membaca";

tidak mempunyai nama Judul:

.

pada Salinan mencantumkan Ternbusan”,

—

k. penandatanganannya dapat didelegasikan kepada Wakil Walikota atau pimpinan
SKPD.

Pasal 6

Instruksi Walikota merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat perintah
atau pctunjuk teknis kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan dan atau untuk melaksanakan peraturan perundangundangan vang
lebih tinggi

Ciri-ciri instruksi Walikota, meliputi :

. Tidak mengikat secara umum tetapi ditujukan kepada individu atau kelompok individu

tertentu
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b. materi muatan berupa petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah dan/atau
Peraturan Walikota;

c. bersumber dari kekuasaan eksekutif;

e. berlaku sekali selesai:

f.  dituangkan dalam diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya;
g. dapat menggunakan konsiderans "Membaca";

i.  tidak mempunyai nama Judul;

j.  dapat mencantumkan "Tembusan";
k. penandatanganannya dapat didelegasikan kepada Wakil Walikota atau pimpinan SKPD.

Pasal 7

(1)Teknik penyusunan dan/atau bentuk rancangan Peraturan Walikota, Peraturan
Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus menggunakan format, sebagai
berikut:

a. kertas Legal, ukuran 8,5 x 13 inci;
b. garis batas, yaitu:
1) atas | inci;
2) Kkiri 1inci;
3) kanan I inci;
4) bawah 1,7 inci.
c. jenis huruf Times New Roman;
d. besaran huruf 12 (dua belas).

(2)Teknik penyusunan dan/atau bentuk rancangan Peraturan Walikota, Peraturan
Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus berpedoman pada
teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan ini.

(3)Teknik penyusunan dan/atau bentuk rancangan Peraturan Walikota, Peraturan
Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB 11
ASAS PENYUSUNAN

Pasal 8

Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi
Walikota harus berdasarkan asas, sebagai berikut:

a. kejelasan tujuan, bahwa setiap penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama.
Keputusan Walikota. dan Instruksi Walikota harus mempunyai tujuan yang jelas yang
hendak dicapai;
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kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. bahwa setiap Peraturan Walikota.
Peraturan Bersama, Keputusan Walikota. dan Instruksi Walikota

harus dibuat oleh lembaga/ pejabat yang berwenang, sehingga penyusunan
Peraturan Walikota, Peraturan Bersama. Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota

tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang
tidak berwenang

kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam penyusunan Peraturan
Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus benar-
benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan Peraturan Walikota, Peraturan
Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

dapat dilaksanakan, bahwa setiap penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan
Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus memperhitungkan
efektivitas penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota,
dan Instruksi Walikota tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun
sosiologis;

kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Walikota, Peraturan
Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota dibuat karena memang benar-
benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara;

kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Walikota, Peraturan BersamaKeputusan
Walikota, dan Instruksi Walikota, sistematika dan pilihan kata atau terminologi,
serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan

keterbukaan, bahwa dalam proses penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan
Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota mulai dari perencanaan, persiapan,
penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh
lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan
masukan dalam proses penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan
Walikota, dan Instruksi Walikota

Pasal 9

Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi
Walikota, mengandung asas:

a.

pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama,
Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus berfungsi memberikan
perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;

kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama,
Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduduk Indonesia secara proporsional;

kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama.
Keputusan Walikota. dan Instruksi Walikota harus mencerminkan sifat dan watak
bangsa Indonesia rang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjadi prinsip negara
kesatuaan Republik Indonesia;

kekeluargaan. bahwa Setiap Materi Muatan Peraturan Walikota. Peraturan Bersama,
Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus mencerminkan musyawarah untuk
mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
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Kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Walikota. Peraturan
Bersama. Keputusan Walikota. dan Instruksi Walikota merupakan bagian dari sistem
hukum nasional rang berdasarkan Pancasila;

bhineka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama.
Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus memperhatikan
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah. dan budaya
khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;

keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama,
Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota tidak
boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan Tatar belakang, antara
lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial,

ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Walikota,
Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus dapat
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
dan/atau

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu
dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

BAB Il
TUJUAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN

Pasal 10

Peraturan Walikota ini bertujuan:

1.

memberikan landasan yuridis dalam menyusun Peraturan Walikota, Peraturan
Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan
Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota
sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan

. menyelenggarakan penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan

Walikota, dan Instruksi Walikota yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pasal 11

Tata cara penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan
Instruksi Walikota, meliputi:

a. persiapan dan pembahasan oleh Pemrakarsa:

b. penyampain/pengajuan rancangan:

c. pembahasan Antara SKPD:

d. penetapan.
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BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA
Bagian Kesatu
Persiapan dan Pembahasan oleh Pemrakarsa
Pasal 12

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Walikota diajukan oleh Pemrakrsa sesuai dengan
lingkup tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya.

(2) Pemrakarsa dalam menyusun rancangan Peraturan Walikota dapat menyusun
Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan
Walikota yang bersangkutan.

(3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. Tatar belakang;

b. maksud dan tujuan;

@]

. kajian yuridis, filosofis, sosiologis;

o,

. pokok-pokok materi muatan; dan

o

arah dan jangkauan pengaturan.

(4) Penyusunan Naskah Akademik dan Pembahasan rancangan Peraturan Walikota
dapat melibatkan SKPD, tenaga ahli dan/atau Stakeholder sebagai narasumber dalam
membantu penyelesaian rancangan Peraturan Walikota yang bersangkutan apabila
diperlukan.

Bagian Kedua
Penyampaian/Pengajuan Rancangan Peraturan Walikota
Pasal 13

Rancangan Peraturan Walikota disampaikan/diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Bagian Hukum dan HAM.

Bagian Ketiga
Pembahasan Antar SKPD
Pasal 14

(1) Pemrakarsa dapat membentuk Tim Antar SKPD untuk membahas rancangan Peraturan
Walikota, yang diketuai oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum
dan HAM sebagai Sekretaris.

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Walikota oleh Tim Antar SKPDdilakukan oleh
Pemrakarsa dan dapat melibatkan tenaga ahli dan/atauStakeholder seba®ai narasumber dalam

membantu penyelesaian rancanganPeraturan Walikota -,-anL- bersan®kutan apabila
diperlukan.

(3) Pengharmonissian, pembulatan dan pembuatan konsepsi rancangan Peraturan Walikota,
dikoordinasikan oleh Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan HAM.

Pasal..
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Pasal 15,

(1) Pembahasan sebsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. menitikberatkan pada substansi
atau materi rancangan Peraturan Walikota.

(2) Substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). meliputi:
a. latar belakang, tujuan. dan ruang lingkup pengaturan;
b. rumusan. implikasi. bahasa penegakan dan keterkaitan antar norma:

c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Peraturan Walikota yang
bersangkutan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 16

Rancangan Peraturan Walikota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi
oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan HAM. dan Asisten
Pemerintahan, serta Sekretaris Daerah disampaikan kepada Walikota untuk
ditandatangani.

Pasal 17

Tata cara penyusunan Peraturan Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN BERSAMA

Bagian Kesatu
Persiapan dan Pembahasan oleh Pemrakarsa

Pasal 18

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama diajukan oleh Pemrakrsa yang ditunjuk oleh
Walikota sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi serta tanggungalam jawabnya.

(2) Pemrakarsa dalam menyusun rancangan Peraturan Bersama dapat menyusun Naskah
Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Bersama
yang bersangkutan.

(3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan;
kajian yuridis, filosofis, sosiologis;
d. pokok-pokok materi muatan: dan
e. arah dan jangkauan pengaturan.

(4) Penvusunan Naskah Akademik dan Pembahasan rancangan Peraturan Bersama dapat
melibatkan tenaga ahli dan/atau pihak lainnya sebagai narasumber serta Setakeholder dalam
bantuan penyelesaian Naskah Akademik yang bersangkutan apabila diperlukan.

Bagian...
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BagianKedua
Penyampaian/Pengajuan Rancangan Peraturan Bersama

Pasal 19

Rancangan Peraturan Bersama disampaikan/diajukan kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris
Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Bagian Hukum dan HAM.

BagianKetiga
Pembahasan Antar SKPD

Pasal 20

(1) Pemrakarsa dapat membentuk Tim Antar SKPD untuk membahas rancangan Peraturan
Bersama, yang diketuai oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum dan
HAM sebagai Sekretaris.

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama oleh Tim Antar SKPD dilakukan oleh
Pemrakarsa dan dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau Stakeholder sebagai narasumber
dalam membantu penyelesaian rancangan Peraturan Bersama yang bersangkutan apabila
diperlukan.

(3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bersama,
dikoordinasikan oleh Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 21

(1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menitikberatkan pada substansi atau
materi rancangan Peraturan Bersama.

(2) Substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan;
rumusan, implikasi, bahasa, penegakan dan keterkaitan antar norma;

c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Peraturan Walikota yang
bersangkutan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 22

Rancangan Peraturan Bersama yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi oleh
Pimpinan SKPD Pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan HAM, dan Asisten Pemerintahan, serta
Sekretaris Daerah disampaikan kepada Walikota/Bupati/Pimpinan Instansi untuk ditandatangani.

Pasal 23

Tata cara penyusunan Peraturan Bersama. sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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(1)

(2)

BAB VI
TATA CARA PENYUSUNAN KEPUTUSAN WALIKOTA

Bagian Kesatu
Persiapan dan Pembahasan oleh Pemrakarsa

Pasal 24

Penyusunan dan pembahasan rancangan Keputusan Walikota diajukan oleh Pemrakarsa
sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya.

Penyusunan dan pembahasan rancangan Keputusan Walikota dapat melibatkan
tenaga ahli dan/atau pihak lainnya sebagai narasumber serta Stakeholder dalam
membantu penyelesaian Keputusan Walikota yang bersangkutan apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Penyampaian/Pengajuan Rancangan Keputusan Walikota

Pasal 25

Rancangan Keputusan Walikota disampaikan/diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Bagian Hukum dan HAM.

©)

@)

)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Pembahasan Antar SKPD

Pasal 26

Pemrakarsa dapat membentuk Tim Antar SKPD untuk membahas rancangan Keputusan
Walikota, yang diketuai oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum
dan HAM sebagai Sekretaris.

Pembahasan rancangan Keputusan Walikota oleh Tim Antar SKPD dilakukan oleh
Pemrakarsa dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau Stakeholder sebagai
narasumber dalam membantu penyelesaian rancangan Keputusan Walikota yang
bersangkutan apabila diperlukan.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Keputusan
Walikota, dikoordinasikan oleh Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 27

Pembahasan menitikberatkan pada substansi atau materi rancangan Keputusan
Walikota.

Substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.  Tatar belakang. tujuan. dan ruang lingkup pengaturan;
b. rumusan. implikasi. bahasa. pene%akan dan keterkaitan antar norma;

c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Keputusan Walikota yang
bersangkutan.
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Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 28
Rancangan Keputusan Walikota \ang telah dibahas harus mendapatkan paraf
koordinasi oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan HAM, dan

Asisten Pemerintahan. serta Sekretaris Daerah disampaikan kepada Walikota untuk
ditandatangani.

Pasal 29

Tata cara penyusunan Keputusan Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
| yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
TATA CARA PENYUSUNAN INSTRUKSI WALIKOTA

Bagian Kesatu

Persiapan dan Pembahasan oleh Pemrakarsa

Pasal 30

(1) Penyusunan dan pembahasan rancangan Instruksi Walikota diajukan oleh
Pemrakarsa sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya.

(2)Penyusunan dan pembahasan rancangan Instruksi Walikota dapat
melibatkan tenaga ahli dan/atau pihak lainnya sebagai narasumber serta
Stakeholder dalam membantu penyelesaian Instruksi Walikota van,,,,
bersangkutan apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Penyampaian/Pengajuan Rancangan Instruksi Walikota

Pasal 31

Rancangan Instruksi Walikota disampaikan/diajukan kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Bagian llukurn dan I
IAM.

Bagian Ketiga
Pembahasan Antar SKPD

Pasal 32

(1) Pemrakarsa dapat membentuk Tim Antar SKPD untuk membahas rancangan
Instruksi Walikota. yang diketuai oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa dan Kepala
Bagian | lukum dan Il AM sebagai Sekretaris.

(2) Pembahasan rancan®an histi-Liksi Walikota oleh Tim Antar SKPD dilakukan oleh
Pemrakarsa dapat inclihatkaii tena%a ahli dan/atau Stakeholder sebagai narasumber
dalam membantu penyelesaian rancan®an Instruksi Walikota

(3) Pengharmonisan, Pembulatan dan pemantapan kosepsi rancangan Instruksi Walikota,
dikoordinasikan oleh pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan HAM

https://jdih.bandung.go.id



Pasal 33

(1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. menitikberatkan pada substansi
atau materi rancangan Instruksi Walikota.

(2) Substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. latar belakang. tujuan. dan ruang lingkup pengaturan;
b. rumusan, implikasi, bahasa, penegakan dan keterkaitan antar norma;

c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Instruksi Walikota
yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 34

Rancangan Instruksi Walikota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi
oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan HAM, dan Asisten
Pemerintahan, serta Sekretaris Daerah disampaikan kepada Walikota untuk
ditandatangani.

Pasal 35

Tata cara penyusunan Instruksi Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII
PENOMORAN AUTENTIFIKASI, PENGUNDANGAN, PENGGANDAAN,
PENDISTRIBUSIAN, PENDOKUMENTASIAN, DAN PENGUMUMAN

Pasal 36

(1) Penomoran Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota
dilakukan oleh Sekretariat Daerah.

(2) Penomoran Peraturan Bersama dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang melakukan
kerjasama.

(3) Penomoran Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), menggunakan nomor bulat.

(4) Penomoran Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 37

(1) Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama yang telah ditetapkan dan diberikan
nomor dan diundangkan dalam Berita Daerah.

(2) Keputusan Walikota yang telah ditetapkan dan diberikan nomor dan diundangkan
dalam Salinan.

(3) Berita Daerah dan Salinan yang akan diundangkan, harus dibubuhkan paraf koordinasi oleh
Pimpinan SKPD Pemrakarsa. Bagian Hukum dan HAM dan Asisten Pemerintahan unrdk
ditandatan®ani oleh Sekretaris Daerah.

(4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh sekertariat Daerah
melalui Bagian Hukum dan HAM.

Pasal...
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Pasal 38
Penggandaan dan pendistribusian dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 39

Pengumuman dan sosialisasi dapat dilakukan oleh Pemrakarsa bersama dengan Bagian
Hukum dan HAM.

BAB I X
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu
Perubahan

Pasal 40
Perubahan Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama, dilakukan dengan:

a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Walikota; atau
b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Walikota. Pasal 41

Perubahan Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama, dapat dilakukan terhadap:
a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau ayat; atau
b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

Pasal 42

Jika Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama yang diubah mempunyai nama
singkatan, Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama perubahan dapat
menggunakan nama singkatan Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama yang
diubah.

Pasal 43

Batang Tubuh Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama perubahan, terdiri atas:

a. Pasal I memuat judul Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama yang diubah, dengan
menyebutkan Berita Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat
materi atau norma yang diubabh;

b. Jika Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama telah diubah lebih dari satu kali,
Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada butir a, juga tahun dan nomor
dari Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama perubahan yang ada serta
Berita Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan
huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya):

c. Pasal Il memuat ketentuan tentanii saat mulai berlaku, dan dalam hal tertentu, Pasal Il juga
dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama
Perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Walikota
dan/atau Peraturan dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Walikota dan/atau Peraturan
Bersama yang diubah.

Pasal..
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Pasal 44

Jika dalam Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama perubahan ditambahkan
atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab. bagian, paragraf, atau pasal
baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Pasal 45
Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan
ayat barn tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan
dan ditambah huruf kecil a, b, ¢ dan seterusnya, yang diletakkan di antara tanda baca
kurung.

Pasal 46

Jika dalam Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama dilakukan penghapusan
atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal
atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Pasal 47

Perubahan Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama yang
mengakibatkan sistematika Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama berubah,
materi Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama berubah lebih dari 50% (lima
puluh persen), atau esensinya berubah, maka Peraturan Walikota dan/atau Peraturan
Bersama yang diubah dapat dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Walikota dan/atau
Peraturan Bersama yang baru.

Pasal 48

Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota, apabila telah ditetapkan tidak dapat dilakukan
perubahan.

Bagian Kedua
Pencabutan

Pasal 49

Jika Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi
Walikota tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Walikota, Peraturan
Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota yang baru, maka Peraturan
Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota yang
baru harus secara tegas mencabut Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan
Walikota, dan Instruksi Walikota yang tidak diperlukan itu.

Pasal 50
Peraturan Walikota. Peraturan Bersama. Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota
hanya dapat dicabut melalui Peraturan Walikota. Peraturan Bersama. Keputusan Walikota. dan
Instruksi Walikota yang setingkat atau produk hukum yang lebih tinggi.

Pasal...
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Pasal 51

Jika Peraturan Walikota Peraturan Bersama. Keputusan Walikota. dan Instruksi Walikota yang
baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan. pencabutan
Peraturan Walikota. Peraturan Bersama, Keputusan Walikota. dan Instruksi Walikota itu
dinvatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Walikota.
Peraturan Bersama, Keputusan Walikota. dan Instruksi Walikota yang baru dengan
menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Jika pencabutan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan
Instruksi Walikota dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan
pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi, yaitu
sebagai berikut:

a. Pasal | memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Walikota,
Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota atau yang sudah
diundangkan tetapi belum mulai berlaku;

b. Pasal Il memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Walikota,
Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota pencabutan yang
bersangkutan.

Pasal 53

Pencabutan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi
Walikota yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Walikota, Peraturan Bersama,
Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota lain yang terkait, tidak mengubah
Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota lain
yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

Pasal 54
Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota
atau ketentuan yang telah dicabut, dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Pasal 55
Bentuk perubahan dan pencabutan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan
Walikota, dan Instruksi Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 56

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka
penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Walikota. Peraturan Bersama.
Keputusan Walikota. dan Instruksi Walikota.

(2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui konsultasi publik. pertemuan para ahli,dialog, diskusi, seminar dan/atau
forum-forum lainnya vyang efektif untuk membangun komunikasi dengan
masyarakat.

(3) Partisipasi...
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(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan bagi masyarakat
dan pemangku kepentingan yang terkena dampak dari Pengaturan Peraturan walikota |,
Peraturan Bersama, Keputusan walikota, dan Instruksi Walikota yang bersangkutan.

BAB Xl
PFMBIAYAAN

Pasal 57

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan
Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

BAB X11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang
sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 04 Desember 2009
WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 04 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

"/

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 34
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A. PERATURAN WALIKOTA.

1.

Pengertian.

Peraturan Walikota merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, Kebijakan
Walikota dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ciri-ciri.

Materi muatan bersifat mengatur, mengikat secara umum, bersumber dari kekuasaan
eksekutif, berlaku terns menerus, dituangkan dalam bab-bab dan/atau pasal-pasal.
menggunakan angka bulat, tidak menggunakan konsiderans "Membaca", mempunyai
nama Judul, tidak mencantumkan "Tembusan", dan ditandatangani oleh Walikota.

Susunan.

Peraturan Walikota, terdiri atas:
Kepala Peraturan Walikota;
Pembukaan Peraturan Walikota;
Isi Peraturan Walikota;

Bagian Akhir Peraturan Walikota.

a.

b.
C.
d

Ad.

Ad.

Ad.

Ad.

a. Kepala Peraturan Walikota, terdiri atas:

1) Tulisan "WALIKOTA BANDUNG";
2) Nomor dan Tahun;
3) Nama Peraturan yang ditulis "TENTANG...........

Pembukaan Peraturan Walikota, terdiri atas:
1) Tulisan "WALIKOTA BANDUNG ............

2) Konsideran Menimbang dan Mengingat;
(Menimbang,memuat alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan

pembuatan  Peraturan dan konstatering fakta-fakta secara singkat.

sedangkan Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan Peraturan
dimulai dari undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lainperaturan
perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembuatan Peraturan

tersebut).
3) Menetapkan judul, terdiri atas:
a) Tulisan "Memutuskan:";

b) Tulisan "Menetapkaw";

c) Tulisan "PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG ....
Isi Peraturan Walikota, terdiri atas:
1) Dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat;

2) Apabila materinya luas dibagi dalam bab-bab, bagian-bagian dan paragraf
Bagian Akhir Peraturan Walikota. terdiri atas

1) Nama tempat ditetap

2) Tanggal,Bulan dan Tahun

3) Tanda tangan pejabat

4) Nama Pejabat
5) Stempel Jabatan

4. Pengundangan..
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4. Pengundangan Peraturan Walikota diletakan di sebelah Kiri:
a. Diundangkan dalam Berita Daerah:
b. Menyebutkan Nomor, Tahun dan Seri;

Tanggal diundangkan;

Sekretaris Daerah;

e. Tanda tangan Sekretaris Daerah-,

Nama Sekretaris Daerah.

& o

jon)

5. Penandatanganan:

a. Peraturan Walikota ditandatangani oleh Walikota dibuat di atas formulir ukuran folio,
dengan menggunakan kop naskah dinas Walikota dengan lambang negara
warna hitam;

b. Autentikasi Peraturan Walikota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

6. Bentuk/model naskah dinas Peraturan Walikota, sebagai berikut:

WALIKOTA BANDUNG PERATURAN

WALIKOTA BANDUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(Judul Peraturan Walikota Bandung) DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang Q. DANWA .. e ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang...................
(sama dengan judul Peraturan Walikota Bandung);
Mengingat: e e 1o,

PP PP PR PR ;
3. 0N SELEIUSINYA ... . teeceieeitie ettt e e e et e e e nreeens ;

MEMUTUSKAN..

Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 4232338-4232339-4232369 Bandung, Provinsi Jawa Barat

https://jdih.bandung.go.id



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG ....cccoevvierreenne, (Judul
Peraturan, Walikota Bandung).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB..
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

7. Bentuk

https://jdih.bandung.go.id



7. Bentuk/model naskah dinas Berna Dacron, schagai bcrikut:

BERIT A DAERAH
KOTA IIANDUNG
TAHUN I'"OMOR

PERATURAN WALIKOTA IIANDUNG
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
(Judul PeraruranWalikota Bandung}
DENGAN RAHMA TTUHAN YANG MA))A ESA

IVALIKOTA BANDUNG.

Menimbang : a, bahwa " "
b. bahwa !

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebegaimaua dimaksud delarn huruf adan
huruf b. perle menctapknn Peraturan Walikota Bandung tentang
(sama dengan judul Peraturan Walikota Bendung):

Mcngingat 1.
2. . nn W]
3. dan seterusnya ' " "
MEMUTUSKAN:
Mcnctapkan : PERATURAN WALIKOTA IIANDUNG TENTANG (Judul

Pcraturan Walikota Bandung).

BABI KETENTUAN
UMUM

Dalam Peraruran Walikcta ini yang dimaksud dengan:
l.

https://jdih.bandung.go.id



2
3. dan scterusuya.

[IAII Bagian
Pertama
Paragraf |

Pasal ..

HAII ...

Pasal ...

RAIl ...
KETENTUAN I'ERAUI'IAN (apabila ada)

RAIl .. KETENTUAN
PENUTUI

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapai mcngetahuinya, memcrintahkan pcngundangan
Peraturan Walikota ini dcngan penempatannya dalam Borha Dacreh KOla

Bandung.

Ditctapkan di Bandung
padatanggal

WAUKQTA BAN-~UNG.
11'D

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bandung pada tanggal ,..
SEKRETARISDAERJ\HKOTA BANOUNG,

(Nerne)
Pangka;
NIP.

IJERITADANERAH KOIA 1IANDUNG TAI-IUN ......... NOMOR.........

https://jdih.bandung.go.id
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13. PERAIIJRAN BERSAMA.

1. Pengertian.

Pcraturan Bcrsame merupakan peraturan  kebijakan yan,g dibuat oleh due atau

Icbih
Kopala Daeran, untuk mengatur Suatu urusan yang mcnyangkut kcpentingan bersama.

2. Clri-ciri.

Materi muatan bersifat mengatur, mengikat secara umum, bcrsumbcr dan kckuasaan
eksekutif menggunakan nomor angka bulat, masa bcrlakunya lama, serelah rulisan
"Mcnctepken' rncnggunakan judul, dituangkan dalarn beruuk bab-bab dan/atau pasal-
pasal, tidak memakai rembusen, dan ditanda tangani bcrsama cleh
Bupati/Walikcta/Pimpinan Instansi yang melakukan kerjasama.

3. Susunan.
Pcraturan Bcrsama, terdiri alas:
3. Kepala Peraturan Bersama,;
b. Pcrnbukaan Pcraturan Bcrsama;
c. Isi Peraturan Bersama;
d. Bagian Akhir Pcraturan Bersema,

Ad. a. KC1)ClParaturan Bersama, terdiri alas:
[) Tulisan "PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA "
2) Nemer dan Tahun:
3) Nalna Peraruran yang ditulis: "1'[~-NTANG

Ad, b. Pcmbukaan Peraturan Bersama, tcrdiri atas:
I) Tulisan "OUFATI/WALIKOTA "

2) Konsideran;
{Menimbang, memuat alasan-alasan pcrtimbangan-pcrtimbangan
pcmbuatan Pcraruran dan konsratcring fakta-fakta secare singkat,
sedangkan Mengingat, rnemuat dasar hukum untuk penctapan Pcraturan

dimulai dari urdang-urdang, Peraturan Pemcrintah dan lain-lain
perature» pcrundang-undangan  yang mcnjadi dasar bukum pembuatan
Peraturan terse but).

3) Judul terdiri atas:

a) Tulisan "MEMUTUSKAN:",
b) Tulisan "Menetapkan:".

c) Tulisan ' I'ERATURAN BERSAMA 2

Ad. c. Isi Pcraturan Oers.1llna dirumuskan dalam bentuk bab-bab danratau pasal-
pasal.

Ad, d. Bagian Akhir Peraturan Bersama, rerdiri alas:

I) Nama tempat ditempkan;
2) Tauggel, Bulan dan Tahun:
3) Nama Jabatan;

4) Tanda tangan pejabat;

5) Nama Pejabat:

6) Stempel Jabatan.

4, Pengundangan ...
https://jdih.bandung.go.id



4. Pcngundnngan Pcraturan Bcrsarua diletakan:
a. Diundangkan dalam Berita Daerah;
b. Mcnyebutkan NOJ1torT ahun dan Seri;
c. Tanggal diundangkan;
d. Sekretaris Daerab:
c. 'rands tangan Sckretaris Daerah;
. Nama Sekrctaris Dacrab.

5. Penandatanganan:

a. Pemturan Bcrs3i113 dltandatangani oleh Bupati/Walikcte/Pimpinan Instansi yang
melakukan kerjasama, dibuat diatas formulir ukuran folio dcngan menggunakan kop
naskah dines Bupati/Walikora’Pimpinan Insransi pcmrakarsa kcrjasama, dcngan
lainbang negara warne hiram;

b. Autentifikasi Peraturan Bcrsarnadilakukan olch mesing-masing Sekretaris Dacrah
yang mclakukan kerjasama.

6, Beutuk/model naskah dinas Peraturan Bersama, sebagai bcrikut:

PERATURANBERSAMA
WALIKOTA BANDUNG DAN BUJ'ATJ/WALIKOTA

NOMOR TABUN
NOMOR TABUN
TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG DAN BUJATI/WALIKOTA

Mcnimb.Ing a. . , . oo
b. Illlll’ n ’.’llllll1 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan schegaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bcrsama \Valikol8 Bandungdan
Bupari/Walikota  tcntang  (santa dengan judul Peranuan Bersama);

Mengingat

3. dan sctcrusnya , j

MEMUTUSKAN ...

Jalali Jvtuf,lkalfcm'(I NOlifor 1.Tc/p. (022) 42323J8-4131339.42J2J691J(13J(/lll1g. Provtnsi Jawa Bartl'
(A/alnot KalJlor Bllp<It;1JYofilt.ota...,)

https://jdih.bandung.go.id



10

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : DEIA"TURAN BERSAMA WALIKOTA BAN DUNG DAN
BUPATU\VAL .IKO"TA ,."™" TENTANG (Judul Peraturan Bcrserua).
(IAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dcngan:
1 © essssssssssesssese |, -
2 e ® et ® O s
3. dan seterusnya.
BAB |J
Bagian Pcrtarna
Paragraf |
Pasal ..
BAB ...
Nasal ...
BAB ...
KETBNTUAN PBRALIHAN (apabila ada)
BAB .. KETENTUAN
'ENUTUP
Nasal ..
Pcraruren Bcrsama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya.memcrintahkan pcngundangan
Pcraturan Gemma ini dcngan pencmpatannya dalam Bcrita Dacrah KOla
Bandung dan Bcriia Daerah Kabupaten/Kcta
Ditctapkan di
pad. tanggal
I~IIPAL'IAVALIKO1'A . \YALIKOTA BANNHUN'G,
(NamaTanpa Geter dan Pengkat) (Nama Tanpa Gelar dan Prulgkal)

7. Bentuk ...

https://jdih.bandung.go.id



7. Beruuk/mcdel naskah dinas Berita Daerah, sebagai bcrikut:

BERITA DAERAH

LAMBANG KABUI'ATENIKOTA

KAINUPATIINIKOTA . KOTA IIANOUNG
TAHUN TAI:IUN
NOMOR NOMOR:

'ERATURAN BERSAMA

WALIKOTA BANDUNG DAN BUPATIIWALIKOTA

NOMOR ........ =. TAHUN
. NOMOR TABUN

TIINTANG

(Judul Peraturan Bersama)
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 1ISA IVALIKOTA

BANDUNG DAN BUI'ATIIWALIKOTA -

Menimbang : a. . SO R .

c. dan bahwa berdasarkanpcrtirubangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a
dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bersama Walikota Bandung dan
Bupati/Walikota  tentang  (sama dengan judul Peraturan Bcrsema);

Mengingat

3. dan sctcrusnya S

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 'ERATURAN 13ERSAMA  WALIKQTA BANDUNG DAN
BUPATIJ\WWALIKOTA TENTANG (JudulPeraturan Bersama).

BAB | KETIINTUAN
UMUM

Jalali JJ'aJ/uk(llC(13I(LVon,Qr 1 Telp. (021) 4231338-4131339:4232369 Bal/(illJlg. Pro~,;".$; J(n\'(1 Bar(ll

https://jdih.bandung.go.id
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Pas.11

Dalam Peraturan Bcrsama ini yang dimaksud dcngan:

3. dan sctcrusnya.

[HAIII! Baglan

Pertama

Paregraf |

Pasal ..

HAII ...

Paset ."

BAIl ...
KErlINTIJAN I'ERAUI-IAN (apebl'a ada)

BAB ..
KETENTVAN I'ENVTVP

Pasal ...
Pcraturan Bcrsama ini mulai bcelaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctlap orang dapet mengctabuinya, rncrncrintabkan pengundangan
Peraturan Bersarna ini dengan pcnempatannya dalam Berita Dacrab KOla
Bandung dan Berita Dacrah Kabupetcn/Kota ™™

Ditctapkan di
pada tanggal

\VALIKOTA BANOUNG.

rro rrD
(Nama Tanpa Gclar dan Pangkat) (N:una Tanpa Gclar dan Pangkat)
Diundangkan di ........
pada tallg,gal ...
SEKRET\R,IS OAERA .. KOTA RANOUNG, SEKItETARIS OAERAH KARUPATENIKOTA
(1\'Ilna) (Nama)
P,,-ng);;lll la!-Sk~1
NIP. NIP

GERITA I)AERAH KOTA GANDUNG TAHUN NOMOR

BERITA 1)AI'RAI- I KAIIUIATINIKOTA TAHUN NOMOR

https://jdih.bandung.go.id
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C. KEPUTUSAN\V ALIKOTA.

Pengertian.

Kcputusan \Valikota merupakan pcraturan pclaksanaan Peraturan Decreh. Pcraturan
Walikota dan/atau kcbijakan watikota.

Ciri-ciri.

Tidak mcngikat secara umum tetapi ditujukan kcpeda individu atau kelcmpck indivudu
tertentu, materi muatan bcrsilat tidak rncngarur berupa pcnetapan yang bcrsifat nyata
(konkrit), individual, dan final, menetapkan hal-hal tertcntu, bcrsumber dari kekuasaan
cksckuuf berlaku sekali selesai, dituangken delam diktum KESATU. KEDUA dan
seterusnya. memakai norncr panjang, dapat menggunakan konsidcrans "Membaca", udak
mcmpunyai  nama Judul, pada Salinan dicantumkan  “Tembusan”, dan
penandatanganannya dJJXttdidetcgasikau kcpada pimpinan SKPD.

Susunan.

Keputusan Walikcta Bandung, terdiri alas:

a. Kepala Keputusan Walikota Bandung;

b. PembukaanKeputusan Walikcta Bandung;
C. Isi Keputusan Walikota Bandung;

d. Bagian Akhir Kcputusanwalikcra Bandung.

Ad. a. Kopala Kcputusan \\'9likOla Bandung, terdiri alas:
[) Tulisa" "WALIKOTA BANDUNO",
2) Nomor dan Tahun;
3) Nama Kepmusanyangditulis -+ EN:F\NG

Ad. b. Pembukaan Keputusan \Valikota Bandung, terdiri alas:
[) Tulisan "WALIKOTA BANDUNO",

2) Konsideran Menimbang dan Mcngingat;
(Dalam konsidcran mcmuat pertimbangan-pertimbangamotivasi,
rujuan yang akan dicapai dan peraturan pcrundangan-undangan yang
dijadikan dasar hukum ditctapkannya Keputusan tersebut)

3) MEMUTUSKAN,
4) Mcnctapkan.

Ad. c. Isi Keputusan Wallkota Bandung. terdiri alas:
l) KESATU;
2) KEDUA. KETIOA dansetrusnya

Ad. d. Baginn Akhir Kepurusan Walikota Bandung.terdiri etas:
1) Nama tempat ditetapkan:
2) Tanggal, Bulendan ‘rabun;
3) Tandatangan pejabar;
4) Nama Pejabat;
S) Stempel Jabatan.

4. Pcnandatanganan...

https://jdih.bandung.go.id



4. Pcnandatangenan.
9. Kepurusan Walikota

15

Bandung yang ditandatangani oleh Walikota Bundling dibuat

diatas formulir ukuran folio. dcngan menggunakarkcp naskahdinas Walikota
Bandung dengan lambang negara wama hitam:

b. Autcntikasi Kcpetusan Walikota Bandung ditandatangani olch Sekretaris Dacrah.

S. Bentuk/model naskah dines kepulus-~111\Valikota Bandcng, sebagai bcrikut:

WALIKOTA BANDUNG K61'UrUSAN

NOMOR...

WALIKOTA BANDUNG
.. .IKep.... .'EMRAKARS,VIAHUN ..... -

TONTANG

(Judul Kcputusan wefikcm Bandung]

WALIKOTA BANDUNG.

[LLLERTT
) H

bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a

b. perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang .......

(sama dcngan judul Kepurusan Walikota Bandung);

MEMUTUSKAN:

Menimbang a.

b.

C.

dan huruf

Mengingat ..

2.

3. dan seterusnya
Menetapkan
KESATU
KEOUA
KETIGA

Jalali I'Yasf,JrallCffllaNomor 2 rel

KEEMPAT ...

". (011) 41313J8-41J2139:4211169 IJandullg. Provinsi Ja.l'(1B(unt

https://jdih.bandung.go.id
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KEEMPAT Kcputusnnini mulai berlaku pada tanggal duetapkan.

Ditctepkan di Bandung
pada ""'ggal

WAUKQTA IIANDUNG.

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat}

7. Bentuk/rnodel ...

https://jdih.bandung.go.id
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7. Bentuk/mcdel naskah dinas Salinan, sebagai berikut:

Mcnirnbang

Mengingat

Mcnetepkan
KESATU
KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

PEMERIJNTA} KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

J\LINWASTUK,\NCANA NO. 2 Ttlp. 4132338 -42J2339 -4212]67--12270  RANDUNG
SAUNAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR
IKcp PEMRAKARSAfI"AHUN

TENTANG
(Judul Kcputusan watikota Bandung}

WAIIKOTABANDUNG.

a' "Il H H ] i
b. .
c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimanadimaksud dalam huruf a

dan huruf b. perlu menetapkan Kepurusan Walikota Bandung tent:ulS
(sama dcngan judal Keputusan walikom Bandung);

l.
2. .

3. dan sctcrusnya : , e e :

MEMUTUSKAN:

KEENAM ...

https://jdih.bandung.go.id
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KEENAM Kcputusau ini rnulai berlaku pada tenggal dirctepkan.

Ditctapkan di Bandung
pads tanggal .............. ce

\WWALIKOTA IIANOUNG,

(Nama Tanpa Gclar dan Pangkat)

Untuk Salinan Resmi
SEKIU, TARIS OAERAB KOTA B,\NDUNG.

(Nama)
Pangkat
NIP.

ICJllbu.san. Salinan Keputusan ini disampaiknn Kcpada Yth. :
Oubemur Ja\'s Baret:

\Vakil\\'alikota Bandung;

Pimpinan Dewan Pcrwakilan Rekyat Daerah KOlaBandung;
Para Pimpinan Daerah KOla Bandung;

Pam Asistcn di Lingkungan Sekretariat Oaerah KOla Bandcng;
Inspcktur KOla Bandung:

Sekreiaris Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah KOla Bandung;
Para Kepala DlInas, Badan, Kantor di Lingkungan Pcmcrintab Kota Bandung:
Kcpala Satuan Polisi Pamong Praja KOla Bandung:

Para Kepala Bagian di Lingkungan Peruerintah KOla Bandung;
. Para Direkrur Utama Perusahaan Daerah se-Kcre Bandung:
12.Para Carnat sc-Kota Bandung:

13. Para Lurah se-Koia Bandung.

= OO N UTA®WN -

==

Format..

https://jdih.bandung.go.id
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O. INSTRUKSI WALIKOTA BANOUNO.

Pengertian.

Inslruksl Waliketa Band"ng merupakan peraturan paundan,g:.undangan yang bersifat
pcrintah atau petunjuk teknis kepad3 bawahan untuk melaksunnkan tugas-tugas
pemcrirnahan dan/atnu untuk mclaksanakan peraturan pcrundang-undangan yang lebih

tinggi.
Clri-clri.

Matcrinya dituangkan dalam bentuk  diktum tulisan  Kcpada t. Untuk:, Kesatu t,
Kedua :. dst., berisi petunjulc teknis. mesa bertekunya lama. setclah menetapkan tidak
memakai judud, meng,gunakan nomOr bulal:

Susunan.

Instruksi \,ralik0t3 Bandung, lcrdiri alas :
a. Kepala Instruksi;

b. Pembukaan Insl"lksi;

c. lsi Instruksi;

d. Bagian Akhir Instruksi.

Ad. a. Kepala Instruksi, terdiri alas:
I) Tulisan ™InslJ"ksi WalikoulWIdung:
2) Nomor dan tahu™:
3) Nama Instruksi.

Ad. b. Pembukaan Instruk5i \Valikot3 Bandung, terdiri atas :
1) Tulisan "Wallkotn Bandung;
2) Konsidemn, ler<liri tUUS:
Menimbang:
Mcngingat;
Memperhatikan.

3) MenginslruksikM.

Ad,c. Isi Instruksi dirumuskan dalam diktum -Kcpoda-. "Untuk”. "KESANI .
"KEOUA", dst,

Ad. d. Bagian Akhir Inslruksi, tcrdiri alas :
I) Nama tcrnpat ditclt\pkan:
2) Tanggal, Bulan don Tahun;
3) Nanl3 Jabatae:
4) Tendatengan pej.bat:
S) ~ama Jelas;
6) Stempel J.botan.

4. Pcnandatanganan.

3, Insiruksi \Valikola Dandung ditandatangani etch \Valikota Bnndung dibuat diatas
formulir ukuran Jolio deugan rncnggunakan kop nasknh dines Walikota Bandung
dengan lainbang ncgnri-\Vlira hilaln;

b. Kcabsahan ...

https://jdih.bandung.go.id
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b. Keabsahan salinan Instrubi Walikota Bandung Yyang ditandallingani olch Waliko<;>
Bandung dilakukan olch Scl<n:tari. Dee rail.

S. Senluk/model naskah dinas Instruksi Walikota Bandung, seba,gai berikut :

WALIKOTA BAI'OUNG INSTRUKSI
WALIKOTA BANOUNG NOMOR
, TAHUN

TIINTANG

WALIKOTA BANOUNG.

Mcnimbang TP P PP PP PP

c. dan scrcmsnye , ~

Mcngingat I.

2 LLLLRRRRTRTTRRET]

3. dan sc:cndts.ny”

Mempematikan 1.

3. dan scterusnya

Kcpada 1 . e,

Untuk ™

J@A1™ U3Nk(NC(n(t \VotllQr 2 Te/p. (022) 42J2J38.42J2J39.421J3691(Itlduttd!,.  PrQl,j,,~J(.1.'(&,rul

https://jdih.bandung.go.id



Untuk

KESATU

KEDUA

KITIGA

KImMI'AT

22

. Instmksi ini flsar dilaksanakan dengan j)cfluh tanggung jawab dan
rnelaporknn hasH pclilksanaannya kepada ===

- Instruksi ini mulai berlaku pada ranggal dilclopkan.
Oitctapkan di llandung
pdda tan™al

WALIKOTN\ DANDUNG.

(Nama Tanpa Gclar dan Pangkat)

WAUKOTA BANDUNG.
'ITD

I)ADA ROSADA

f-sSEKRETARIS D _ All KOTA BANDUNG.JZ

/1. Dr. 1i.EOISI AD!. M.Si.
f! Pembina Ul3Ina Muda
NIP. 19631221 198503 | 007

https://jdih.bandung.go.id



LAMPI RAN 11: 'lERATURAN WALIKOTA J3ANDUNG

NOMOR : 1000 TAHUN 2009
TANGGAL . 04 DESEMBER 2009

BENTUK PERUBAHAN DAN I'ENCABUTAN
PERATURAN IVALIKOTA, PERATURAN BERSAMA,
KEIUTUSAN WALIKOTA, DAN INSTRUKSI WALIKOTA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN IVALIKOTA PERUBAHAN PERATURAN
WALIKOTA.

IVALIKOTA IIANDUNG PERATURAN
IVALIKOTA BAN DUNG NOMOR ...
TAHUN ...

TENTANG

PERUI3AIAN ATAS I'ERATURAN IVALIKOTA BANDUNG
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...
(untuk pcrubahan pcrtame)

atau

PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURANWALIKOTA I,IANDUNG
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...
(untuk pcrubahan kcdua, dan scterusnya) DENGAN

RAHMAT TUBAN YANG MAIIA ESA

IVALIKOTA BANDUNG.

Mcnimbau :a. bahwa ) S ~

~

b. bahwa
c. bahwa berdasarkanpenimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b. perlu mcnciapken Peraturan Walikota Bandung tentang Pcrubahan
................... (sama dengan judul Perubahan Pemruran Waliketa Baudung};

MENQINGAL i1, oo )

3. danseterusnya ., : , b :

MEMUTUSKAN:
Menctapkan ..,

J0gL avasr~auaanenotior 2 T(U), (022) 423231%$-4232339-4131369 H(l1t(ludlg. rrovinst Jawa lJal'(11

https://jdih.bandung.go.id



Menctapkan : PERATURAN WALIKOTA BANOUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS
PIRATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR rAHUN
TENTANG

Pasal |

Beberapa keteruuan dalem Pcraturan \'alikota Bandung Nomor ... Tahun ...
tcntang .. ". diubah sebagai berikut:

I.  Kcrentuen Pasal ... [buuyi mmusan tergantluly keperluan). dan setcrusnya.

Peratumn watikote ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mcngcrehuiuya. memerimahkan pcngundangan

Pcraturan \Valikota ini dcngan penempatannya dalam Bcrita Dacrah KOla
Bendung.

Diietapkan di Bandung
pads tanggal

WALIKOTA BANOUNG.

(Nama Tanpa Geter dan Pangkat}

B. BENTUK ...

https://jdih.bandung.go.id



B, BENTUK RANCANGAN J>ERATURAN BERSAMA I'ERUBAHAN PERATURAN
BERSAMA,

PERATURAN BERSAMA
WALIKOTA BANDUNG DAN BUI'ATVWALIKOTA ™

NOMOR "".""_ TA“UN UL
NOMOR ."™",,.  TAHUN ™"
TENTANG

I'ERUBAHAN ATAS I'ERATURAN BERSAMA WAIIKOTA I3BANDUNG DAN
BUPATVWALIKOTA " NOMOR ". TAHUN ". TENTANG ".
(untuk pcrubahau pertama}

atau
I'ERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BANDUNG DAN
BUPATINVALIKOTA ™" NOMOR ". TAIIUN." TENTANG ".

{umuk pcrubahan kcdua, dan scterusnya)

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI'TAESA

WALIKOTA BANDUNG DAN BUI'ATI/WALIKOTA T

Menimbang :a. -

C. dan bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b. perlu mcnetapkan Peraturan Bcrsama Walikota Bandung dan
Bupati/Walikota tentang Perubahan (sama dcngnn judul
Perubahan Pcraturan Bersama);

lvtcngingat 1.

3. dan seterusnya o ,

MEMUTUSKAN:

Menerapkan ~ PERATIJRAN BERSAMA  WALIKOTA  BANDUNG  DAN

nUI'ATI/WALIKOTA """ TENTANG PERUBAHAN ATAS I'ERATURAN

IBERSAMA WAUKOTA IIANDUNG DAN BUPATIIWALIKOTA .........
NOMOR ". TABUN ™ TENTANG "..",,""

Pasal ...

JO/(111Yaslu/(ancana Nomor 11'1://).(022) 4]32338-./232339-4131369 8("(/Illlg. Pr()~'lllsiawa /IfI1'(1l
(.tlamat Kantor 8133)(IUf(llik()I(! -...)

https://jdih.bandung.go.id



lasal T

Beberapa ketcmuan dalam Pcraturen Bcrseme Walikota Bandung dan
Bupati/Welikota Nomor Tahun Icni<ing = diubah sebagai bcrikut:

I. Kctentuan Pasal ... (bunyi rumusan (Crganlullg keperluan), dan seterusnya.

Peraturan Bcrsama ani mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar scuap orang dapat mcugetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bersama ini dengan pencrnpatannya delam
Berita Daereh Kola Bandung dan Berita Daerah KablipalcnlKo13

Ditetapkan di :
pads tanggal " ,

OUP/,'rIA\VALIKO'rA " \VALIKOTA OANOUN(i,

(Na1l13 Tanpa Getar dan Pangkat) (N<'UI19Tanpa Geter dun Pangket)

C.BEI"'TUK ...
https://jdih.bandung.go.id



C. BENTUK RANCANGAN I'ERATURAN WAUKOTA [I'ENCABUTAN [‘ERATURAN
IVAUKOTA.

WALIKOTA BANDUNG (ERATURAN

WALIKOTA BANDUNG NOMOR

TENTANG

PENCAHUTAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR ..=TAHUN ...
["ENT'ANG ... (judul Peraturan Walikota)

DENGAN R)\I-IMAT TUBAN YANG MAHA ESA
IVALIKOTA BANDUNG.

Menimbang :a, bahwa.e....... :

b. bahwa

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan scbagairrmna dimaksud dalam huruf it dan
huruf b, perlu menerapkanPeraturanWalikota Bandung tentang Pencabutan
................... (sama dcngan judul Pcncabutan Pcraturan Walikota Bundling);
Mengingat :1. ,
2.

3. dansctcrusnya v . L, v "

L | ] ] PR B ] ] 1

MEMUTUSKAN:
Mcnetapkan : I'ERATURAN  WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENCABUT,\N
PERATURAN WALIKOTA HANDUNG NOMOR TAIUN
TENTANQ .......
Pasa!l
Pcraturan Walikcta Bandung Nomor .. Tahun ... tentang .." dicabut dan

diuyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Walikota yang sudah bcrlaku} atau
ditarik kcmbali dan dinyatakan tidak bcrlaku (bagi Peraturan Walikota yang
sudan diundangkan ICI(19)i belum rnulai berlaku).

Pasel ...

Jatan Jy(l..fll,ka'dC(11J(19v0"0,. 2 Telp. (022) 4232338-1232339.4232369 fJandlllJg. Provinsi Jawa Barat

https://jdih.bandung.go.id



Pasal Il

Pcraturan Walikota ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar setiap orang dapar meugctahuinya, rncmcrintahkan pcngundangan
Peraturan Walikota ini dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah KOla
Bandung.

Diretapkan di Bandung
pads tanggal

WALIKOTA BANDUNG.

(NuliLt Tanpa Geter dan Pangkat)

D.IENTUK ...

https://jdih.bandung.go.id



0. B"'1IJK RANCANGAN PERATURAN 8ERSAMA PENCAIIV1-AN PERATURAN
IIERSAMA.

I'ERA TURAN BERStU"1A
WAUKOTA BANOUNG DAN BUPATU\WVAUKOTA ... L

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN I[IERSAMA WALIKOTA IHIANDUNG DAN
BUPATI/WAUKOTA NOMOR TAHI)N TEN:-rANG . (judul
Pcrnturan Bersamn]

DENGAN RAIIMATTUHAN YANG MALA I1SA

WALIKOTA BANDUNG DAN BUPATU\VALIKOTA ,

~Icnin\bang  :a e PP PP RTTTTTE R

c. bahwa berdasnrkan pcrtimbangan scbagalmaua dhnnksed dnlarn huruf adun
buruf b. perlt! mcnerapkan Pcraturan Bcrsmna \VIllikol3 Bandung dan
Bupati\Valikolu ... (entans Pencabutan ...,.. (samn dcngan judul Pencabutan
Peraruran llcrsrulla):

Mcngingnt : 1.
2.
3. dan seterusn)a !
MEMUTUSKAN:
Menetnpkan PERATURAN IIERSAMA  WALIKOTA IIANDUNG DAN
DUI'ATI/WALIKOTA TINTANG I'ENCAITAN PERATURAN

BERSAMA WAIL.IKOTA OANDUNG VAN OlII'ATI/WALIKOTA
NOMOR TAIIUN TENTANG

Pasall

Peraturan 8ctsaJ... W.IikOOI 8andung dan llupa,ifWalikOOl ... :-iomor ...
Tahun ... lcnta.ng ... dic:abut dan dinyatakan li<bk berlaku (bagi Pef'3turan
Bersama yang sucbh b<rlaku) atau ditarik kembali dan dinYI1l4kan ,idak berlaku
(bagi Pcraruran Bceseme yang sudah diundangkrul tClApibclum mulai berlaku).

rosar.;

</fl/("™ floj'tukollCOJI(1 "rOllor 2 TCU/A(ON) J1J13J8-41323J9-4232J691K™(/'/JIIf,.  PIOV;1SII ((11'(1Bcrat
¢y Kontor Oupalil'Yalikol(l ....J

https://jdih.bandung.go.id



Pas.11l

Peraturan Bersama ini mulai berlaka pada tanggal diundangkan.

Agar scriap orang dapat mcngctahuinya, memcrintahkan pcngnndangan
Peraturan Bcrsama ini dengan peuempatannya dajam Berita Decrah Kola
Bandung dan Bcrita Daerah Kebuparcn/Kota

Ditcmpken di R
pada tangge!

NUPATIAVALIKQLJ\ ...." ... \VALIKOTA O,\NOUNG,

(Nema Tanpa Geter dan Pangket) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat}

WAUKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

tSEKRETARIS Df ERAH KOTA BANDUNGf

]
f Dr. H. EDI SIS\IADI. M.SL
Pembina Utama Muda

NIP. 19631221 198503 1007

https://jdih.bandung.go.id



